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Abstract

This study was conducted to examine the effect of tax management transparency and public awareness on the level of Land
and Building Tax (PBB) compliance in Tanab Putih V'illage, East Kupang District. The research employed a quantitative
approach using a causal associative research design, involving 108 respondents as the study sample. Data were collected throngh
questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 27. The results indicate that
tax management transparency bhas a positive effect on taxpayer compliance; however, this effect is not statistically significant, as
shown by a regression coefficient of 0.174 and a significance valne of 0.092. Furthermore, the R-square valne of 0.069 suggests
that tax management transparency and public awareness explain only 6.9% of the variation in Land and Building Tax
compliance, while the remaining 93.1% is influenced by other factors not examined in this study. These findings suggest that
improvements in tax management transparency and public awareness have not yet made a substantial contribution to increasing
Land and Building Tax compliance in the study area.
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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh transparansi pengelolaan pajak beserta kesadaran
masyarakat tethadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tanah Putih, Kecamatan
Kupang Timur. Metode yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif melalui jenis penelitian asosiatif kausal.
Sebanyak 108 responden dilibatkan sebagai sampel peneclitian. Data diperoleh melalui penyebaran
kuesioner,selanjutnya dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS
versi 27. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pajak memiliki arah pengaruh positif
terhada kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, yang ditunjukkan
oleh nilai koefisien sebesar 0,174, nilai signifikansi 0,092.Adapun,nilai R Square sebesar 0,069
mengindikasikan bahwa variabel transparansi pengelolaan pajak dan kesadaran masyarakat hanya mampu
menjelaskan 6,9% kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan 93,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor
lain yang tidak diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi pengelolaan pajak dan
kesadaran masyarakat belum memberikan kontribusi yang kuat terhadap peningkatan kepatuhan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di lokasi penelitian.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,Kesadaran Masyarakat, Transparansi
Pengelolaan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber Pendapatan Asli daerah guna mendukung
pembangunan, pelayanan publik di daerah (Fitrah et al., 2021). Setelah berlakuknya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB sektor
perdesaan, perkotaan dialihkan ke pemerintah sehingga daerah memiliki kewenangan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan pajak. Keberhasilan penerimaan PBB tidak saja
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga kepatuhan pembayaran pajak dalam memenuhi
kewajibannya. Tujuan kepatuhan PBB yaitu mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak
tepat waktu guna mendukung pembangunan daerah, menciptakan tertib administrasi perpajakan,
serta meningkatkan penerimaan daerah. Menurut Mumek & Wasis, (2022) ketaatan perpajakan
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yakni keadaan ketika wajib pajak melaksanakan keharusan perpajakan mengikuti aturan yang
ditetapkan, Pebrina & Hidayatulloh, (2020) memaparkan ketaatan dipengaruhi melalui kesadaran,
pemahaman pajak, pelayanan, dan sanksi perpajakan. sehingga,peningkatan kesadaran dan
pemahaman masyarakat diperlukan agar target penerimaan PBB dapat tercapai secara optimal.

Pada kenyataannya, kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah
perdesaan tetap rendah, termasuk Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur. Hal ini terlihat
dari banyaknya masyarakat belum membayar pajak , adanya tunggakan tahun ke tahun, rendahnya
kesadaran,Jemahnya pemahaman mengenai prosedur dan manfaat pajak untuk pembangunan
desa. kepatuhan dipengaruhi melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup
kurangnya pengetahuan perpajakan,terbatasnya kesadaran masyarakat, maupun kondisi ekonomi
yang belum stabil. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kualitas pelayanan yang belum
optimal, sistem administrasi yang kurang efektif, serta minimnya sosialisasi dan edukasi pajak di
desa Chalid,( 2021);Selawati et al.,( 2022). Kondisi ini berdampak pada rendahnya penerimaan PBB
schingga membatasi kemampuan pemerintah desa dalam  mendukung  program
pembangunan.Hasil observasi awal di Desa Tanah Putih,terdapat banyak wajib pajak yang belum
membayar PBB sesuai waktunya, dan hanya sebagian kecil yang rutin melunasi sesuai jatuh tempo.
Situasi ini menjadi perhatian penting karena PBB menjadi sumber pendapatan utama untuk
menunjang pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan gambaran di atas, masalah ini didukung oleh data tingkat kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur yang
dicantumkan pada diagram berikut:

Diagram 1. Presentase Kepatuhan Pajak

35%

65%

W Belum membayar pajak m Sudah membayar pajak
Sumber: Hasil Kuesioner

Diagram tersebut mengambarkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat tergolong rendah, di
mana sebanyak 65% masyarakat belum membayar pajak, sedangkan hanya 35% yang sudah
memenuhi kewajibannya.

Tindakan yang dilakukan mengatasi rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB adalah dengan
memahami berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Menurut Putri &
Yuhertiana (2024), kepatuhan pajak dipicu oleh faktor eksternal,diantaranya transparansi
pengelolaan pajak oleh pemerintah, yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi
mengenai proses pemungutan, pengelolaan, serta pemanfaatan dana pajak secara akuntabel dan
mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, terdapat faktor internal yang tercermin dari tingkat
kesadaran masyarakat, yaitu sikap wajib pajak yang mengetahui kalau pembayaran pajak merupakan
kewajiban utama untuk mendukung kepentingan bersama. Sejalan dengan pendapat
tersebut,Suryadin & Lestari,( 2025) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan disebabkan dari
faktor eksternal atau internal. Faktor eksternal meliputi transparansi pemerintah pada pengelolaan
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pajak, sedangkan faktor internal berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman pentingnya
memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian difokuskan pada aspek-aspek berkaitan dengan
kepatuhan wajib pajak PBB, khususnya transparansi dalam pengelolaan pajak. Transparansi
pengelolaan pajak dinilai penting karena dapat memperkuat keyakinan masyarakat pada
pemerintah, menunjang ketaatan pajak secara sukarela, serta meningkatkan konsistensi masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat tersebut didukung oleh Bahrien & Purba,
(2024) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan pajak merupakan faktor penting dalam
membangun kepercayaan publik.Semakin terbuka pemerintah dalam mengelola dan melaporkan
penggunaan dana pajak, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang
dibayarkan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, transparansi juga
membantu masyarakat memahami proses dan pemanfaatan dana pajak, sehingga wajib pajak
menjadi termotivasi membayar pajak tepat waktu karena merasa ikut berkontribusi dalam
pembangunan desa (Mariyanto,2015). Selanjutnya, Prayoga et al.,( 2021) menjelaskan bahwa
transparansi yang dilakukan secara konsisten oleh pemerintah dapat memicu wajib pajak menjadi
lebih disiplin, berkelanjutan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena adanya rasa
percaya masyarakat bahwa pajak dikelola secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya,aspek lain dapat memengaruhi pemenuhan wajib pajak PBB yaitu kesadaran
masyarakat. Kesadaran masyarakat berperan dalam menanamkan pandangan baik atas kewajiban
perpajakan, mendorong perilaku pembayaran pajak secara tepat waktu,serta menumbuhkan rasa
tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan desa.Menurut Fitria, (2017) menjelaskan
bahwa kesadaran perpajakan berperan dalam membentuk sikap positif wajib pajak melalui cara
pandang masyarakat terhadap pajak. Wajib pajak mempunyai kesadaran tinggi serta memandang
pajak bukan sebagai beban, melainkan kewajiban penting untuk dipenuhi demi kepentingan
bersama. Kesadaran tersebut juga dapat membentuk perilaku pelaku pajak agar patuh dan sukarela
schinga melaksanakan tangungjawabnya.Selain itu,Rantung & Adi,( 2009) menyatakan bahwa
kesadaran masyarakat berfungsi sebagai pendorong perilaku pembayaran pajak yang tepat waktu.
Hal ini terlihat dari kebiasaan wajib pajak dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo, menyimpan
bukti pembayaran dengan tertib, serta memahami konsekuensi yang timbul apabila terjadi
keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, kesadaran perpajakan dapat mendorong
terbentuknya perilaku patuh sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara yang baik.
Selanjutnya, Amanda et al., (2023) mengemukakan bahwa individu yang memiliki kesadaran
perpajakan tinggi cenderung mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Hal tersebut
tercermin dari kesediaan masyarakat untuk membayar pajak PBB secara sukarela tanpa harus
menunggu penagihan atau tekanan dari petugas, kondisi ini muncul karna pajak dipahami sebagai
bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan dan kesejatraan masyarakat.

Transparansi pengelolaan pajak mempunyai pengaruh positif sekaligus signifikan bagi
kepatuhan wajib pajak PBB (Rahma, 2019; Utami et al., 2024).Pengaruh positif tersebut terjadi
karena transparansi pengelolaan pajak mampu menumbuhkan keyakinan masyarakat pajak yang
dibayarkan dikelola secara tepat dan digunakan untuk kepentingan publik. Semakin tinggi tingkat
keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan
pajak, maka semakin besar kepercayaan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya secara
sukarela. Selain itu, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta
mengawasi penggunaan dana pajak secara partisipatif, sehingga dapat mengurangi keraguan
terthadap kemungkinan penyalahgunaan pajak.Dengan demikian, transparansi pengelolaan pajak
yang dilakukan secara baik, terbuka, dan akuntabel sehinga meningkatkan kepercayaan masyarakat
serta mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak PBB secara signifikan (Ramadanis &
Ahyaruddin, 2019).

Selanjutnya, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan atas kepatuhan
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pembayaran PBB, (Ainun et al., 2022; Purwaningsih et al., 2022).Pengaruh positif tersebut terjadi
karena kesadaran masyarakat mencerminkan adanya pemahaman dan penanaman nilai-nilai
perpajakan dalam diri wajib pajak, sehingga pajak tidak sekedar dilihat sebagai kewajiban hukum,
tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama. Wajib pajak
yang mempunyai tingkat kesadaran perpajakan yang tingei cenderung lebih disiplin membayar PBB
sesuai waktu, tidak menunda pembayaran, serta memiliki inisiatif untuk mencari informasi
mengenai hak dan kewajiban perpajakannya (Gahung et al., 2024). Dengan demikian, semakin
besar tingkat kesadaran perpajakan masyarakat, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.

Penelitian bertujuan memberikan perspektif baru mengenai pentingnya transparansi
pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.
Kajian ini menjadi penting karena masih banyak masyarakat di Desa Tanah Putih, Kecamatan
Kupang Timur,belum menjadikan pembayaran PBB sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara
tepat waktu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya keterbukaan pemerintah desa
dalam pengelolaan pajak, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
memenuhi kewajiban perpajakan.Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi pemerintah desa maupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang
merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk menaikan kepatuhan wajib pajak
PBB.Dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, diharapkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat meningkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan
pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan merata.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaruh Transparansi Pengelolaan
Pajak dan Kesadaran Masyarakat kepada kepatuhan wajib pajak, sebagian besar masih berfokus
pada wilayah perkotaan atau masyarakat dengan pendidikan dan kondisi ekonomi yang lebih baik,
schingga belum banyak menyoroti karakteristik masyarakat perdesaan yang memiliki keterbatasan
dalam hal tersebut. Selain itu, penelitian kepatuhan PBB di perdesaan Nusa Tenggara Timur masih
sangat terbatas, khususnya pada masyarakat berpendidikan rendah dan berpenghasilan kecil yang
memiliki pola kepatuhan berbeda.karena itu, penelitian dilakukan agar mengisi kesenjangan
tersebut dengan mengkaji pengaruh Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat
pada kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, dengan
mempertimbangkan kondisi pendidikan dan ekonomi sebagai konteks analisis agar hasilnya lebih
sesuai dengan realitas masyarakat perdesaan.

Keterbaruan penelitian ini terdapat pada dua hal utama. Pertama, penelitian ini berfokus
pada wajib pajak PBB dengan tingkat pendidikan rendah, mulai dari tidak bersekolah hingga hanya
lulusan SD. Kelompok ini jarang menjadi objek penelitian sebelumnya, padahal mereka cenderung
memiliki keterbatasan dalam memahami aturan, prosedur pembayaran, dan manfaat pajak bagi
pembangunan. Dalam kondisi ini, Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat
menjadi sangat penting. Transparansi membantu masyarakat memahami penggunaan dana pajak
sehingga meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, sedangkan kesadaran mendorong
masyarakat untuk tetap memenuhi kewajiban pajaknya. Kedua, penelitian ini juga menyoroti wajib
pajak PBB dengan kondisi ekonomi rendah, yaitu masyarakat berpenghasilan kecil, tidak tetap, atau
bekerja di sektor informal dan pertanian sederhana. Kondisi ini tidak hanya dilihat sebagai data
demografis, tetapi juga dikaitkan dengan kemampuan dan dorongan dalam membayar pajak.
Sebagian masyarakat sebenarnya ingin membayar pajak, tetapi terkendala kemampuan ekonomi,
sementara sebagian lainnya belum terdorong karena belum merasakan manfaat langsung dari pajak.
Oleh karena itu, Transparansi Pengelolaan Pajak yang menunjukkan manfaat nyata penggunaan
dana, serta Kesadaran Masyarakat yang dibangun sesuai kondisi sosial, menjadi faktor penting
dalam meningkatkan kepatuhan PBB secara lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Implikasi penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian
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diharapkan mampu memperluas kajian kepatuhan wajib pajak PBB di tingkat desa dengan fokus
pada kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat perdesaan di Nusa Tenggara Timur, sekaligus
menggabungkan variabel Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat dalam satu
model analisis untuk menjelaskan kepatuhan secara lebih menyeluruh. Secara praktis, hasil
penelitian ini dapat menjadi dorongan bagi pelaku pajak sadar guna memenuhi kewajiban PBB
sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan desa, serta menjadi acuan bagi pemerintah desa
dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dalam menyusun strategi peningkatan
kepatuhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat berpendidikan rendah dan ekonomi lemabh,
seperti sosialisasi sederhana, penyederhanaan prosedur pembayaran, keterbukaan informasi
penggunaan pajak, serta pemberian keringanan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan
ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan
PBB, memperkuat kepatuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan desa yang lebih merata
dan berkelanjutan di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi
penelitian seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tanah Putih Kecamatan Kupang Timur.
Teknik pengambilan sampel purposive sampling mengunakan kriteria wajib pajak yang terdaftar
aktif melakukan pembayaran PBB.populasi diperoleh sejumlah responden yang dianggap mampu
mewakili kondisi populasi sesuai tujuan penelitian.Variabel yang digunakan penelitian ini meliputi
transparansi pengelolaan pajak (X1) terdiri 8 pernyataan dan kesadaran masyarakat (X2) terdiri dari
8 pernyataan sebagai variabel bebas, serta kepatuhan PBB (Y) terdiri 8 pernyataan sebagai variabel
terikat. Setiap variabel dirincikan dan dikembangkan lebih lanjut pada tabel definisi operasional
variabel di bawah ini.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel dan definisi Indikator

Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) 1. Keterbukaan informasi pajak
Transparansi pengelolaan pajak adalah 2. Kejelasan pengunaan dana pajak
keterbukaan informasi pajak secara jujur agar 3. Kejujuran dalam Pengelolaan Pajak
masyarakat percaya kepada lembaga pajak 4. Penyampaian Informasi Secara Tepat
(Nurhasanah & Lubis, 2019). (Sedarmayanti et al., 2020)

Kesadaran Masyarakat (X2) 1. Pengetahuan masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah pemahaman 2. Kesadaran membayar pajak tepat waktu
seseorang tentang aturan dan nilai yang ada di 3. Kesadaran menggunakan fasilitas dati
lingkungan sehingga membuatnya bertindak pajak

sesuai dengan ketentuan masyarakat(Rosana, 4. Manfaat pajak bagi pembangunan (Hama,
2014). 2021)

Kepatuhan PBB (Y) 1. Tanggung Jawab sebagai Wajib Pajak
Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang 2. Kesesuaian Data Objek Pajak

taat menjalankan kewajiban hak perpajakan sesuai 3. Kepatuhan dalam Verifikasi Tagihan
aturan yang berlaku (Tuwo, 2016). Pajak

4. Kepatuhan dalam Penerimaan Informasi
Pajak (Resmi & Barmawi, 2022)

Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel I hitung Cronbach's Alpha Keterangan
XI 0,457 — 0,822 0,831 Valid (f wbe : 0,361)
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X2 0,700 — 0,830 0,873 Valid ( goa : 0,361)
Y 0,608 — 0,849 0,882 Valid (t e : 0,361)
Alpha: 0,60

Sumber: SPSS Versi 27

Pernyataan dalam penelitian ini juga diuji menggunakan Asumsi klasik yaitu, uji Normalitas,
Multikoloniaritas,Linearitas dan Heterokedasitas pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Uji Asumsi klasik

Jenis Uji Parameter  Variabel Nilai Standar Kesimpulan
Normalitas Asymp.sig Residual 0,200  >0,05 Normal
Multikoloniaritas ~ Tolerance Transparansi
peng.pajak 0,964 >0,10 Bebas
Kes.masyarakat 0,964 >0,10 Multikolinearitas
VIF Transparansi
peng.pajak 1.037  <10,00
Kes.masyarakat ~ 1.037  <10,00
Linearitas Deviation Transparansi 0,251  >0,05
From peng.pajak Linear
linearity Kes.masyarakat 0,552 >0,05
Heterokedasitas Sig.(Gleser)  Transparansi 0,193  >0,05
peng.pajak Bebas

Kes.masyarakat 0,328 >0,05 Heteroskedastisitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN
Tabel 4. Deskriptif Responden
Kriteria Rincian Presentase
Pendidikan Terakhir Tdk.sklh 63,3%
SD 306,7%
Jenis Pekerjaan Petani 96,3%
Nelayan 2,8%
IRT 0,9%
Pendapatan Perbulan <Rp2.000.000 94.5%
Rp2.000.000 3,7%
Rp4.000.000 0,9%

Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden tidak pernah bersekolah (63,3%),
sedangkan sisanya hanya berpendidikan SD (36,7%). Sebagian besar responden bekerja sebagai
petani (96,3%), dengan sebagian kecil berprofesi sebagai nelayan (2,8%) dan ibu rumah tangga
(0,9%). Dari sisi pendapatan, hampir seluruh responden memiliki penghasilan kurang dari
Rp2.000.000 per bulan (94,5%), sementara hanya sedikit yang berpenghasilan sekitar Rp2.000.000
(3,7%) dan Rp 4.000.000 (0,9%). Data ini menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki
tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang relatif rendah.
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Analisis Deskriptif Variabel
Diagram 2. Analisis Deskriptif Variabel Transparansi Pengelolaan Pajak

Transparansi Pengelolaan Pajak

WSS
=S
=N
TS
mSTS

Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan hasil analisis, transparansi pengelolaan pajak berada pada kategori
tinggi,dengan 91% responden memberikan penilaian positif. Hanya 9% yang berada pada kategori
sedang, sehingga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pajak telah berjalan dengan baik.

Diagram 3. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Masyarakat

Kesadaran Masyarakat

mSsS
=S
uN
TS
mSTS

Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesadaran masyarakat berada pada kategori tinggi,dengan
87% responden memberikan penilaian tinggi dan sangat tinggi. Sementara itu, 13% responden

berada pada kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat tergolong
baik.

Diagram 4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan

=SS
ms
N

uSTS
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Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan berada pada
kategori tinggi, dengan 82% responden memberikan penilaian tinggi dan sangat tinggi. Sementara
itu, 18% responden berada pada kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan
wajib pajak tergolong baik. Teknik analisis linear berganda dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model Unstandardized Standardized
Coefficien Cofficients
B Sd.error Beta t Sig.
1 ( Constant) 21.176 4.124 5.135 .000
X1 174 102 163 1.703 .092
X2 164 .089 176 1.835 .069
Sumber:SPSS Versi27

Dari tabel di atas, dapat diketahui persamaan regresinya yaitu: Y = 21,176 + 0,174X1 +
0,164X2 Secara parsial, variabel Transparansi pengelolaan pajak (X1) dan Kesadaran masyarakat
(X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan PBB (Y ), tetapi pengaruh tersebut belum
signifikan karena nilai signifikan keduanya >0,05.

Hasil Uji Hipotesis
Uji Parsial (' T-test)

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat pada tabel uji regresi linear berganda di atas bahwa
variabel transparansi pengelolaan pajak (X1) memiliki nilai thitung = 1,703 < ttabel = 1,983 dengan
nilai signifikansi sebesar 0,092 > 0,05. Dengan demikian, transparansi pengelolaan pajak (X1)
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
(Y). Selanjutnya, variabel kesadaran masyarakat (X2) memiliki nilai thitung = 1,835 < ttabel =
1,983 dengan nilai signifikansi sebesar 0,069 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran
masyarakat (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) (Y).

Uji Simultan ( F-test)
Uji simultan dalam penelitian ini dilakukan agar mengetahui apakah variabel X secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:
Tabel 5. Uji F

ANOVA-=
Sum of Mean
Model Square df Square f Sig.
1 Regtresion 23.07 2 11.540 3.863 024>
Residual 313.689 105 2.988
Total 336.76 107
Sumber:SPSS Versi27

Hasil uji F diperoleh nilai f hitung = 3,863 > f tabel = 3,08 signifikansi 0,024 < 0,05. Hal
ini menunjukkan variabel transparansi pengelolaan pajak (X1) dan kesadaran masyarakat (X2)
secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (Y).
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Uji Koefisien Determinasi R*
Hasil uji R* pada penelitian ini dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std.Erorr of the Estimate
1 2622 069 051 1.72844
Sumber:SPSS Versi27

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai RSquareR 0,069,berarti variabel
transparansi pengelolaan pajak (X1) dan kesadaran masyarakat (X2) mampu menjelaskan pengaruh
terthadap kepatuhan PBB (Y) sebesar 6,9%, sedangkan 93,1% lainnya tidak dijelaskan dalam
penelitan.

PEMBAHASAN
Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) terthadap Kepatuhan PBB (Y)

Hasil penelitian menunjukkan transparansi pengelolaan pajak (X1) berpengaruh positif
sebesar 0,163 terhadap kepatuhan PBB, namun tidak signifikan karena signifikansinya 0,092 >
0,05, sehinga peningkatan transparansi pengelolaan pajak belum mampu memberikan pengaruh
Temuan ini dipengaruhi oleh Karakteristik responden yaitu rendahnya tingkat pendidikan
masyarakat (banyak yang hanya sampai SD atau tidak sekolah) serta kondisi ekonomi yang sulit,
adapun indikator yang dapat meningkatkan kepatuhan PBB adalah kejelasan penggunaan dana
pajak yang dilihat dari kesesuaian antara dana pajak dengan kebutuhan masyarakat, seperti
pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan publik. Ketika masyarakat melihat
bahwa pajak digunakan sesuai kebutuhan mereka, maka kepercayaan dan kepatuhan akan
meningkat.Menurut Atikah Nafisatul et al.,( 2024) Keterbukaan dan kejelasan dalam pemanfaatan
dana pajak untuk kepentingan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena
kondisi tersebut membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, indikator
yang dapat menurunkan kepatuhan pajak yakni kejujuran dalam pengelolaan pajak tercermin dari
tidak adanya penyalahgunaan dana pajak, karena masyarakat menilai adanya ketidakjujuran atau
penyimpangan, maka kepercayaan akan menurun dan berdampak pada rendahnya kepatuhan.
Zainudin et al., (2022) Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah, sehingga apabila terdapat ketidakjujuran dalam pengelolaan pajak, maka
kepercayaan akan berkurang dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan
pajak. Transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak merupakan faktor
penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Jika penggunaan dana pajak dijelaskan secara
jelas sehinga dijalankan demi keperluan semua orang, maka kepatuhan wajib pajak cenderung
meningkat. Sebaliknya, adanya ketidakjujuran atau penyimpangan dalam pengelolaan pajak dapat
mengurangi kepercayaan masyarakat dan menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan (Ananda
& Kurniawati, 2024).Implikasi Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi pengelolaan pajak
belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan PBB, sehingga pemerintah perlu menyederhanakan
penyampaian informasi, memperkuat edukasi perpajakan, serta meningkatkan kejujuran,
keterbukaan, dan pengawasan agar kepercayaan masyarakat meningkat dan kepatuhan wajib pajak
lebih optimal.

Kesadaran Masyarakat (X2) terhadap Kepatuhan PBB (Y)

Hasil penelitian membuktikan kesadaran masyarakat (X2) berpengaruh positif sebesar
0,176 terhadap kepatuhan PBB, tetapi tidak signifikan karena nilai 0,069 > 0,05. Artinya, kesadaran
masyarakat belum cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan secara nyata, hal ini dipengaruhi
oleh karakteristik responden yaitu rendahnya pendidikan masyarakat (banyak yang hanya sampai
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SD atau tidak sekolah) dan kondisi ekonomi yang sulit, sementara itu indikator yang dapat
meningkatkan kepatuhan PBB yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi
pembangunan, yang ditunjukkan oleh pemahaman mereka mengenai dampak jika tidak membayar
pajak Ketika masyarakat menyadari bahwa ketidak patuhan dapat menghambat pembangunan serta
mengganggu pelayanan publik di daerahnya, maka dorongan untuk membayar pajak akan semakin
kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardani & Wati, (2018) Semakin besar kesadaran masyarakat
terhadap kewajiban perpajakan dan akibat yang ditimbulkan jika pajak tidak dibayar, semakin tinggi
pula kecenderungan mereka untuk patuh, karena adanya kesadaran bahwa pajak berkontribusi pada
kemajuan daerah, Di sisi lain, rendahnya kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan
dipengaruhi oleh kurangnya kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai jadwal
yang telah ditentukan terlihat dari Ketidakbiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran
sebelum jatuh tempo dapat meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran serta bertambahnya
tunggakan pajak. Menurut Nugroho et al., (2016) Kepatuhan wajib pajak dapat menurun akibat
keterlambatan melaksanakan pelunasan pajak,sehinga menunjukkan bahwa kepekaan dan
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu masih
perlu ditingkatkan.Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan peran pajak dalam pembangunan
daerah, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat
meningkatkan keterlambatan pembayaran dan tunggakan pajak yang berdampak pada menurunnya
penerimaan pajak daerah (Fadhilah & Afiqoh, 2022). kesadaran wajib pajak diketahui belum
mampu meningkatkan kepatuhan PBB.Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi
dan edukasi perpajakan, terutama terkait manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu,
penyuluhan langsung kepada masyarakat dan peningkatan kemudahan sistem pembayaran perlu
dilakukan agar masyarakat lebih terdorong untuk membayar pajak tepat waktu sehingga kepatuhan
dapat meningkat.

Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) dan kesadaran Masyarakat (X2) terhadap
Kepatuhan PBB (Y)

Temuan penelitian mengidentikasikan bahwa secara simultan transparansi pengelolaan
pajak dan kesadaran masyarakat berpengaruh positif sebesar 3,863 terhadap kepatuhan PBB serta
signifikan 0,024 < 0,05.Berarti semakin baik transparansi pengelolaan pajak serta semakin tinggi
kesadaran masyarakat, maka kepatuhan PBB akan meningkat.Kajian ini, dipengaruhi oleh
karakteristik responden seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (banyak yang hanya
sampai SD atau tidak sekolah) serta kondisi ekonomi yang sulit,Kedisiplinan membayar PBB
dipengaruhi dua faktor utama, yaitu kejelasan informasi terkait pengelolaan dana pajak serta
kesadaran masyarakat mengenai peran pajak dalam pembangunan. Keterbukaan tersebut
ditunjukkan melalui kejelasan informasi mengenai pengelolaan dana pajak dari pemerintah,
schingga masyarakat memahami bagaimana pajak digunakan dan hal ini dapat meningkatkan
kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak.Menurut Paor & Hartono, (2025) Transparansi dalam
pengelolaan keuangan publik memiliki peran yang penting dalam membangun kepercayaan
masyarakat, yang kemudian dapat mendorong meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap peran pajak dalam pembangunan dapat dilihat dari
adanya rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daerah, yaitu pemahaman bahwa pajak
memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.Menurut Sthombing,( 2020)
peningkatan kesadaran wajib pajak akan diikuti oleh semakin kuatnya keinginan untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Mardiana et al.,
(2025) mengungkapkan bahwa secara bersama-sama transparansi pengelolaan pajak dan kesadaran
wajib pajak memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap PBB.Penelitian tersebut
menjelaskan semakin baik transparansi dalam pengelolaan pajak dan lebih tinggi kesadaran
masyarakat,tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat.Implikasi penelitian menunjukkan
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transparansi dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat berpengaruh positif terhadap
kepatuhan PBB. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait
penggunaan dan pemanfaatan dana pajak serta memperkuat kegiatan sosialisasi agar pemahaman
masyarakat semakin baik. Selain itu, perhatian terhadap kondisi pendidikan dan ekonomi
masyarakat juga penting dilakukan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat tetap meningkat secara
optimal.

KESIMPULAN

Secara parsial, transparansi pengelolaan pajak (X1) maupun kesadaran masyarakat (X2)
memberikan pengaruh positif namun belum signifikan terhadap kepatuhan PBB,dikarenakan
masih rendahnya tingkat pendidikan maupun kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi
penghambat utama. Meskipun demikian, apabila kedua variabel diuji secara simultan, hasilnya
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan PBB dengan nilai F hitung 3,863 >
F tabel 3,08 dan signifikansi 0,024 < 0,05, serta mampu menjelaskan kontribusi sebesar 6,9%
terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Pemerintah desa disarankan meningkatkan sosialisasi perpajakan secara sederhana dan
transparan agar masyarakat memahami manfaat pajak bagi pembangunan desa, sementara wajib
pajak diharapkan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB tepat waktu. Peneliti
selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian dan menambahkan variabel lain yang relevan
guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.
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